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RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan
mendasar dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya melalui digitalisasi hubungan
kerja. Digitalisasi ketenagakerjaan mengubah pola hubungan kerja konvensional
menjadi hubungan kerja berbasis teknologi yang fleksibel, dinamis, dan sering kali
tidak lagi bergantung pada interaksi fisik antara pekerja dan pengusaha. Perubahan
tersebut berdampak langsung pada eksistensi dan substansi perjanjian kerja sebagai
dasar hubungan hukum antara para pihak. Dalam praktiknya, perjanjian kerja digital
sering disusun dalam bentuk kontrak baku elektronik yang diterima melalui
persetujuan digital tanpa proses perundingan yang substansial. Kondisi ini
menimbulkan persoalan ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan
pengusaha, karena pekerja cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah baik
secara ekonomi, struktural, maupun informasional. Ketimpangan tersebut
berpotensi melahirkan ketidakadilan kontraktual serta melemahkan perlindungan
hukum bagi pekerja. Dalam konteks ini, asas keseimbangan menjadi prinsip
fundamental yang relevan untuk memastikan bahwa perjanjian kerja tidak hanya
sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Urgensi asas keseimbangan
semakin kuat mengingat digitalisasi ketenagakerjaan juga menghadirkan fenomena
pengaburan status hubungan kerja, distribusi risiko yang tidak proporsional, serta
penggunaan sistem algoritmik dalam pengawasan dan penilaian kerja yang
berpotensi merugikan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari
kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan urgensi asas
keseimbangan dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi ketenagakerjaan di
Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa asas keseimbangan
menjadi prinsip yang urgen dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi
ketenagakerjaan di Indonesia serta untuk mengkaji kedudukan asas keseimbangan
sebagai dasar perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja digital.
Penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi normatif mengenai bagaimana
asas keseimbangan seharusnya ditempatkan sebagai prinsip fundamental dalam
penyusunan, penafsiran, dan pelaksanaan perjanjian kerja di tengah transformasi
digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu
hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian dengan mengintegrasikan konsep
asas keseimbangan ke dalam konteks hubungan kerja digital yang terus
berkembang. Penelitian ini juga diharapkan mengisi kekosongan kajian yang secara
khusus menempatkan asas keseimbangan sebagai fokus utama dalam analisis
perjanjian kerja digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi
ruyjukan bagi pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan praktisi



ketenagakerjaan dalam merumuskan dan menafsirkan regulasi ketenagakerjaan
yang responsif terhadap dinamika digitalisasi, serta tetap berorientasi pada
perlindungan hukum bagi pekerja sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan
kerja.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat
preskriptif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau
kaidah yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan
hukum positif yang mengatur perjanjian kerja dan perlindungan ketenagakerjaan,
termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan
peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis
asas keseimbangan dalam perspektif hukum perjanjian dan teori perlindungan
hukum dalam hubungan kerja. Pendekatan analitis digunakan untuk menilai
kecukupan norma hukum dalam menjawab tantangan digitalisasi ketenagakerjaan.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta
bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman konsep. Teknik pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan
secara kualitatif normatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan argumentasi
yuridis untuk merumuskan preskripsi hukum yang ideal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan memiliki kedudukan yang
sangat strategis dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi ketenagakerjaan. Asas
keseimbangan berfungsi sebagai prinsip korektif terhadap ketimpangan posisi
tawar antara pekerja dan pengusaha yang semakin menguat akibat penggunaan
kontrak baku digital, sistem algoritmik, dan mekanisme kerja fleksibel. Prinsip ini
menuntut agar perjanjian kerja tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan formal,
tetapi sebagai instrumen hukum yang harus mencerminkan proporsionalitas hak dan
kewajiban serta distribusi risiko yang adil. Asas keseimbangan juga berfungsi
sebagai landasan penafsiran dalam menilai klausul perjanjian kerja digital, terutama
ketika terdapat ambiguitas atau ketentuan yang berpotensi merugikan pekerja.
Penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam hubungan kerja
tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh prinsip
keseimbangan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, asas keseimbangan
menjadi prasyarat normatif untuk menjaga agar digitalisasi ketenagakerjaan tetap
sejalan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan, yaitu mewujudkan keadilan sosial,
kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat pekerja di Indonesia.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Penerapan Asas Keseimbangan, Perjanjian Kerja, Era
Digitalisasi Ketenagakerjaan

Penelitian berjudul Urgensi Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja
pada Era Digitalisasi Ketenagakerjaan di Indonesia ini bertujuan untuk
menganalisis urgensi asas keseimbangan sebagai prinsip dalam perjanjian kerja
serta kedudukannya sebagai dasar perlindungan hukum bagi pekerja pada era
digitalisasi ketenagakerjaan. Penelitian ini memiliki kegunaan teoretis dalam
memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian, serta kegunaan
praktis sebagai rujukan bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum. Metode
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif melalui
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan menjadi prinsip yang
urgen dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi karena hubungan kerja digital
memperkuat ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Penggunaan
kontrak baku elektronik, sistem algoritmik, dan fleksibilitas kerja berbasis platform
berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual apabila tidak dibatasi oleh
prinsip keseimbangan. Asas keseimbangan berfungsi sebagai pembatas kebebasan
berkontrak dan sebagai instrumen korektif terhadap dominasi sepihak dalam
pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kerja digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kedudukan asas keseimbangan dalam
perjanjian kerja memiliki fungsi strategis sebagai dasar perlindungan hukum bagi
pekerja. Asas ini menjadi landasan penafsiran, pengendalian isi kontrak, dan
evaluasi kewajaran klausul yang berpotensi merugikan pekerja. Dengan demikian,
asas keseimbangan merupakan prasyarat normatif untuk memastikan bahwa
digitalisasi ketenagakerjaan tetap sejalan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan,
yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat
pekerja di Indonesia.
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ABSTRACT

Keywords: Application of the Principle of Balance, Employment Agreement, Era
of Labor Digitalization

This research entitled The Urgency of the Principle of Balance in Employment
Agreements in the Era of Labor Digitalization in Indonesia aims to analyze the
urgency of the principle of balance as a fundamental principle in employment
agreements and its position as a legal protection basis for workers in the era of
labor digitalization. The study contributes theoretically to the development of labor
law and contract law scholarship and practically as a reference for policymakers
and law enforcers. This research employs normative legal research with a
prescriptive approach using statutory, conceptual, and analytical methods.

The findings indicate that the principle of balance becomes increasingly urgent in
employment agreements within the digital labor context due to the strengthening
imbalance of bargaining positions between workers and employers. The use of
standardized electronic contracts, algorithm-based management systems, and
platform-based work flexibility potentially leads to contractual injustice if not
limited by the principle of balance. This principle functions as a limitation to
freedom of contract and as a corrective instrument against unilateral dominance in
the formation and implementation of digital employment agreements.

The study further reveals that the position of the principle of balance in employment
agreements serves as a strategic foundation for legal protection of workers. It
operates as a basis for contractual interpretation, control of contract content, and
evaluation of unfair clauses that may disadvantage workers. Therefore, the
principle of balance constitutes a normative prerequisite to ensure that labor
digitalization remains aligned with the objectives of labor law, namely justice, legal
certainty, and the protection of workers’ dignity in Indonesia.
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